BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA SULUNG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
MENJADI PERATURAN DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
mewujudkan pembangunan desa sesuai kebutuhan
masyarakat dan potensi desa , perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 ;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyarawatan Desa tentang Kesepakatan
Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025 Menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858); .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yar dua
kali diubah, terakhir dengan Peraturan P Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan K Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tenta 33/41 Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan. Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007.
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa dan Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal -
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas
Nomor S Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9);
Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);




Menetapkan
KESATU
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Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor
48);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2020 Nomor 28);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Dalam Urusan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada
Camat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2019 Nomor 65); Peraturan Desa Sulung
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Sulung Tahun 2019 - 2025
(Lembaran Desa Sulung Tahun 2020 Nomor 2); )
Peraturan Desa 4 Nomor Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sulung
Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sulung
-~ pada tanggal 9 September 2024
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